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PESAN UTAMA

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045 yang lebih berkualitas, berkeadilan, berkelanjutan
dan bermartabat menjadi pondasi untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan ekologi menuju

Indonesia Emas 2045.

Megatren dan Tantangan Pembangunan Daerah:
Migrasi dan Urbanisasi, Risiko Bencana dan Perubahan Iklim, 
Perkembangan Teknologi, Pelayanan Dasar dan Infrastruktur

Benchmarking Pembangunan Daerah:
Penataan Ruang Publik (Tertib, Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman),  

Pelayanan Dasar (Bersih, Aman, Terjangkau dan Berkelanjutan)

Indonesia Emas 2045:
Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola, Ekologi, Wilayah dan 

Infrastruktur, Kesinambungan Pembangunan.

Transformasi Kabupaten Kukar:
Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari; Kesejahteraan 

Berkelanjutan; Ekonomi Sirkular; dan Rantai Nilai (value chain)

Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara:
Kota Dunia untuk Semua, Tahapan, Prinsip dan Indikator Kinerja 

Utama, Kota hutan, Kota Sponge, dan Kota Cerdas, Super hub 
Ekonomi dan Daerah Mitra IKN

Kebijakan Pembangunan Perkotaan:
Isu Strategis, Manajemen Risiko Bencana, Prinsip, Pendekatan 

Kebijakan, Tata Kelola dan Pengendalian Pembangunan.

Pengembangan Infrastruktur Daerah:
Infrastruktur Mendukung Transformasi; Infrastruktur Berkelanjutan 

dan Tata Kelola Infrastriktur

Revitalisasi Kecamatan:
Kecamatan sebagai Pusat, Data, Informasi, dan Pengetahuan; Pusat 

Pelayanan; Pusat Pemberdayaan; Pusat Inovasi dan 
Kewirausahaan; Pusat Pengelolaan SDA dan Kawasan Strategis

Penerapan Ekonomi Sirkular:
Pengelolaan ekonomi dengan menerapkan praktik daur ulang 5R 

untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kerjasama, Kemitraan dan Kolaborasi Multipihak:
Membangun basis keunggulan komoaratif, kompetitif dan 

kolaboratif; Agenda Kerjasama Multipihak.
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Agenda Penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 
2025-2045

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045 yang lebih berkualitas, berkeadilan, berkelanjutan
dan bermartabat menjadi pondasi untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan ekologi menuju

Indonesia Emas 2045.

Identifikasi Isu Strategis, Tantangan dan Skenario:
Migrasi dan Urbanisasi, Risiko Bencana dan Perubahan Iklim, 
Perkembangan Teknologi, Pelayanan Dasar dan Infrastruktur

Pembelajaran Best Practices Pembangunan:
Konsep dan Strategi Penataan Ruang Publik (Tertib, Bersih, Sehat, 

Aman dan Nyaman), serta Pelayanan Dasar (Bersih, Aman, 
Terjangkau dan Berkelanjutan)

Penjabaran Visi Indonesia Emas 2045:
Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola, Ekologi, Wilayah dan 

Infrastruktur, Kesinambungan Pembangunan.

Konsep dan Arah Transformasi Daerah:
Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari; Kesejahteraan 

Berkelanjutan; Ekonomi Sirkular; dan Rantai Nilai (value chain)

Penyiapan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara:
Standar, Norma, Proses dan Kinerja Kota Dunia dalam Pelayanan, 

Tata Kelola dan Kinerja pembangunan

Kebijakan Pembangunan Wilayah:
Review Konsep, Arah Kebijakan dan Masterplan Pembangunan 

Wilayah.

Penyediaan Infrastruktur Daerah:
Infrastruktur Mendukung Transformasi; Infrastruktur 

Berkelanjutan dan Tata Kelola Infrastriktur

Revitalisasi Kecamatan:
Pedoman dan Master Plan Kecamatan sebagai Pusat, Data, 

Informasi, dan Pengetahuan; Pelayanan; Pemberdayaan; Inovasi 
dan Kewirausahaan; Pusat Pengelolaan SDA dan Kawasan Strategis

Penerapan Ekonomi Sirkular:
Pengembangan Konsep dan Arah Pengembangan Ekonomi 

Sirkuler untuk mendukung pembangunan infrastruktur 
berkelanjutan.

Kerjasama, Kemitraan dan Kolaborasi Multipihak:
Penyiapan Pola, Skema dan Agenda Kerjasama, Kemitraan dan 

Kolaboratif Multipihak untuk Membangun basis keunggulan 
komoaratif, kompetitif dan kolaboratif. 4



Rancangan
Akhir RPJPN 2025-2045



Menyiapkan dan Membentuk Masa Depan
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Pendekatan dan Metode Foresight



Kejadian, Kecenderungan dan Penggerak Perubahan  
Menuju Kabupaten Kutai Kartanegara Emas 2045
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Kecenderungan (Trends)

Kejadian (Events) Penggerak Perubahan (Drivers of Change)

• Demografi: Pertumbuhan dan Migrasi
• Perubahan Perilaku Sosial dan Budaya
• Transportasi dan Mobilitas Tinggi
• Perkembangan Teknologi Informasi
• Perkembangan Green Economy, Blue 

Economy dan Circular Economy

• SDM Berkualitas, Tangguh dan Adaptif
• Kualitas Pelayanan Publik
• Manajemen SDA dan Lingkungan Berkelanjutan
• Inovasi Desa dan Revitalisasi Kecamatan
• Konektivitas: Infrastruktur dan Digital
• Mitigasi Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
• Pembangunan IKN
• Kerjasama dan Kolaborasi Multipihak

• Ketergantungan komoditas
• Ekpspolitasi SDA
• Degradasi Lingkungan
• Perubahan Iklim dan Bencana
• Percepatan Perdagangan dan Investasi

Transformasi Sosial, Ekonomi, Ekologi, dan Tata Kelola 
untuk mendorong akselerasi pembangunan desa, 

kecamatan dan kawasan di Kabupaten Kutai
Kartanegara yang berkualitas, berkeadilan, 

berkelanjutan dan bermartabat.



Megatren dan Tantangan Pembangunan



Rancangan RPJPN 2025-2045: 
Menjaga Kesinambungan Pembangunan



Visi Indonesia Emas 2045

Lima Sasaran Utama Visi 2045
Pendapatan per kapita setara negara maju01

GNI Per Capita (USD) 5.500 30.300

Kontribusi PDB Maritim (%) 7,6 17,5

Kontribusi PDB Manufaktur (%) 20,8 28,0

Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang02

Rasio Gini (indeks) 0,379-0,382 0,290-0,320

Kontribusi PDRB KTI (%) 20,6 (2022) 28,5

2025 
Baseline

2045
Target

03 Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional 
Meningkat

Global Power Indeks (peringkat) 34 (2023) 15 besar

2025 
Baseline

2045
Target

04 Daya saing sumber daya manusia meningkat

2025 
Baseline

2045
Target

2045
Target

2025 
Baseline

Human Capital Index 0,54 (2022) 0,73

05
Intensitas Emisi GRK menurun menuju net zero 

emission
2025 

Baseline
2045
Target

Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 38,6 93,5
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Rancangan RPJPN 2025-2045: 
Sasaran dan Misi (Agenda) Pembangunan

INDONESIA EMAS 2045
Negara Nusantara 

Berdaulat, Maju dan 
Berkelanjutan

1. Pendapatan per 
kapita setara dengan 
negara maju (sekitar 
US$30.300),

2. Kemiskinan menuju 
nol persen dan 
ketimpangan 
berkurang,

3. Kepemimpinan dan 
pengaruh di dunia 
internasional 
meningkat, 

4. Daya saing sumber 
daya manusia 
meningkat

5. Intensitas emisi Gas 
Rumah Kaca menuju 
Net Zero Emission.

Agenda 1: Transformasi Sosial
Agenda 2: Transformasi Ekonomi 
Agenda 3: Transformasi Tata Kelola

5 Sasaran 8 Misi (Agenda)

Agenda 4: Supremasi Hukum, Stabilitas, 
dan Ketangguhan Diplomasi

Agenda 5: Ketahanan Sosial Budaya dan 
Ekologi

Agenda 6: Wilayah dan Sarana Prasarana
Agenda 7: Sarana dan Prasarana yang 

Berkualitas dan Ramah 
Lingkungan

Agenda 8: Kesinambungan Pembangunan

Transformasi Indonesia

Landasan Transformasi

Kerangka Implementasi Transformasi

11
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Rancangan RPJPN 2025-2045: 
Misi (Agenda) dan Arah Pembangunan

Agenda 1: Transformasi Sosial
Agenda 2: Transformasi Ekonomi 
Agenda 3: Transformasi Tata Kelola

8 Misi (Agenda)

Agenda 4: Supremasi Hukum, Stabilitas, 
dan Ketangguhan Diplomasi

Agenda 5: Ketahanan Sosial Budaya dan 
Ekologi

Agenda 6: Wilayah dan Sarana Prasarana
Agenda 7: Sarana dan Prasarana yang 

Berkualitas dan Ramah 
Lingkungan

Agenda 8: Kesinambungan Pembangunan

Transformasi Indonesia

Landasan Transformasi

Kerangka Implementasi
Transformasi

Wilayah Sarana dan Prasarana
Kesinambungan
Pembangunan

Supremasi Hukum, Stabilitas dan 
Ketangguhan Diplomasi

Ketahanan Sosial Budaya dan 
Lingkungan

Transformasi Sosial Transformasi Ekonomi
Transformasi Tata 

Kelola

9. Regulasi yang Adaptif dan 
Taat Asas serta Tata Kelola 
yang Berintegritas, Tangkas  
dan Kolaboaratif

7. Integrasi Ekonomi 
Domestik dan Global

8. Perkotan sebagai Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi

1. Kesehatan untuk Semua

2. Pendidikan Berkualitas
yang Merata

3. Perlindungan Sosial yang 
Adaptif

5. Penerapan Ekonomi Hijau

6. Transformasi Digital

4 Iptek, Inovasi dan 
Produktivtas Ekonomi

10. Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaya
Gentar Kawasan, Keamanan Nasional 
Tangguh, dan Demokrasi Subtansial

11. Stabilitas Ekonomi Makro

12.  Ketangguhan Diplomasi
16. Berkatahan Energi, Air dan Kemandirian

Pangan

17. Resiliensi terhadap Bencana dan 
Perubahan Iklim

14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan
Gender dan Masyarakat Iknlusif

15. Lingkungan Hidup Berkualitas

13. Beragama Maslahat dan Berkebudayan
Maju



Pentahapan Pembangunan 2025-2045

• Pengalihan subsidi fosil ke 
subsidi ET secara bertahap.

• Penerapan manajemen risiko 
perencanaan dan pengendalian 
pembangunan.

• Peningkatan pelayanan publik 
berbasis teknologi informasi.

• Peningkatan pembangunan 
wilayah potensi ekonomi tinggi 
melalui optimalisasi 
pemanfaatan infrastruktur.

• Melanjutkan pembangunan IKN 
serta pengembangan kota 
besar dan metropolitan 
mengacu pembangunan IKN.

• Melanjutkan pembangunan IKN 
dan daerah mitranya.

• Terwujudnya masyarakat sipil
yang partisipatif.

• Akuisisi teknologi di seluruh 
daerah untuk mendukung 
ketahanan pangan, air, dan 
energi.

• Percepatan pembangunan 
pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi baru termasuk 
pembangunan superhub IKN.

• Pembangunan kota besar dan 
metropolitan dengan tata kelola 
kelembagaan yang terintegrasi.

• Tewujudnya masyarakat sipil
yang mandiri.

• Peningkatan jumlah 
penerimaan negara dan 
efektivitas belanja negara.

• Terwujudnya masyarakat yang 
tangguh dan adaptif dalam 
menghadapi berbagai 
perubahan dan bencana.

• Penerapan dan pengembangan 
teknologi untuk peningkatan 
produktivitas dan efisiensi.

• Pemenuhan akses dan kualitas 
pelayanan dasar secara merata 
di seluruh wilayah.

• Perwujudan Indonesia sebagai
negara berpendapatan tinggi.

• Menjaga ketersediaan 
infrastruktur yang terintegrasi, 
berkualitas, dan berkelanjutan 
di seluruh wilayah Indonesia

• Tata kelola kelembagaan yang 
andal untuk menjaga 
pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi dan pelayanan dasar 
yang berkualitas.

• Sinergi pendanaan pemerintah 
dan non pemerintah semakin 
meningkat.



Rancangan RPJPN 2025-2045: 
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah



Rancangan RPJPN 2025-2045: 
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Tematik Transformasi Ekonomi Berdasarkan Wilayah
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Rancangan RPJPN 2025-2045: 
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Pengelolaan Urbanisasi dan 

Perkotaan

Tata Ruang dan Pertanahan
1. menyediakan rencana tata ruang nasional dan daerah

2. mewujudkan penataan ruang yang berkualitas
3. mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang

Penyediaan data dan 
informasi geospasial dasar 

dan tematik

1. pelaksanaan redistribusi melalui pemberian Tanah Obyek 

Reforma Agraria (TORA) dan sertifikasi tanah (penataan aset)
2. perbaikan pengelolaan pertanahan

Reforma Agraria

1. penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) 

2. peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM bidang informasi 
geospasial 

1. menjadikan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dirancang 

sebagai kota berkelanjutan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan 

jendela budaya nasional Indonesia

2. pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan 
perkotaan

Fokus lokasi-lokasi prioritas dan strategis nasional yang terkait pembangunan dan 
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan/atau industri. 
Fokus wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, terdepan, dan terluar untuk meningkatkan 
kepastian hukum hak atas tanah dan kesejahteraan  
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Rancangan RPJPN 2025-2045: 
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Perdesaan dan 

Daerah Afirmasi

Pusat 

Pertumbuhan

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan 
berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan, meliputi: (a) 
sentra pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai pusat produksi; (b) 
kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; (c) kawasan 
pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata; 
(d) kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan. 

1. peningkatan  daya  saing, produktivitas,  dan  ketahanan ekonomi  perdesaan
2. peningkatan mobilitas, konektivitas, dan pemanfaatan teknologi 
3. pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa berbasis 

karakteristik wilayah
4. pengelolaan lingkungan perdesaan 
5. peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kualitas SDM lokal 
6. pengaturan dan penataan desa 
7. Pengembangan kawasan perdesaan, 
8. Pengembangan kawasan transmigrasi 
9. Percepatan pembangunan daerah afirmasi yang meliputi kawasan perbatasan 

termasuk pulau-pulau kecil terluar, dan daerah tertinggal 

1. pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri 
pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif 

2. percepatan pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan
3. penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha; dan 
4. penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.



Rancangan RPJPN 2025-2045: 
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kalimantan

Pembangunan Wilayah Kalimantan diarahkan sebagai “Superhub Ekonomi Nusantara

1. Pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi salah satu kunci transformasi 
sosial dan ekonomi di Wilayah Kalimantan yang didukung dengan peningkatan layanan 
kesehatan, pendidikan keilmuan maupun pendidikan karakter, serta keterampilan yang 
sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan.

2. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi 
antarwilayah, terutama antara Ibu Kota Nusantara dengan daerah mitra sebagai 
superhub ekonomi, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial 
yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial 
dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal.

3. Pembangunan sarana prasarana untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan 
ekonomi di Wilayah Kalimantan dalam mewujudkan konsep superhub ekonomi serta 
meningkatkan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan dan digital, serta 
pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP.

4. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan 
Wilayah Kalimantan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk 
menjamin kedaulatan negara di kawasan perbatasan negara dan kawasan Ibu Kota 
Nusantara, serta penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan 
mempertimbangkan  risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan 
dan perdesaan.

5. Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk 
mendukung pembangunan yang merata dan inklusif. 



Benchmarking
Pembangunan Kota





Penataan Ruang Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara





Pelayanan Dasar Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara





Pengembangan Seni Budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara





Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Kutai Kartanegara





Pengendalian Banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara





Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara





Penataan Pusat Perdagangan di Kabupaten Kutai Kartanegara



Transformasi
Daerah: Kesejahteraan

Berkelanjutan, 
Ekonomi Sirkular dan 

Rantai Nilai 
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Perencanaan Berbasis Bukti dan Pengetahuan
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Transformasi Sosial, Budaya dan Ekonomi: 
… Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari….
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Transformasi Desa, Daerah, Kota dan Kawasan: 
… Keunggulan Komparatif, Kompetitif dan Kolaboratif….
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Kelestarian
Lingkungan

Pertumbuhan  
Ekonomi

Kesejahteraan  
Masyarakat

PEMBANGUNAN YANG PRODUKTIF, INOVATIF, AMAN, 
BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF

SDGs, Rantai Nilai dan Ekonomi Sirkular

Pembangunan wilayah 
berbasis pengelolaan

sumber daya
berkelanjutan, penataan

ruang yang terpadu, 
pelayanan dasar yang 

merata dan berkualitas, 
pengembangan

pariwisata, infrastruktur
konektivitas, dan 

perluasan kerjasama dan 
kolaboasi yang adil dan 

berkelanjutan.

Paradigma Pembangunan Berkelanjutan: 
… Build Back Better, More Safer dan Sustainable….
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Pembangunan untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Berkelanjutan (sustainable livelihood)



Eksploitasi berlebihan akan meningkatkan akumulasi modal keuangan dan modal fisik, tapi akan merusak
modal SDA, Lingkungan, Tata Ruang dan Lahan, dan melemahkan modal sosial.

Pembangunan sebagai Proses Akumulasi yang 
Berkeadilan dan Berkelanjutan



Pendekatan Kesejahteraan Berkelanjutan: 
Kelembagaan, Strategi dan Kebijakan



Infrastruktur dan Penguatan Rantai Nilai Produksi
…Keterkaitan Produksi-Pengolahan-Distribusi-Logistik-Pasar…

42

1.Pusat Data, Peta, 
Informasi dan 
Pnegetahuan
(knowledge 
management)

2.Pusat Inovasi, 
Promosi dan  
Kerjasama



Infrastruktur dan Penguatan Rantai Nilai Pariwisata
…Keterkaitan Transportasi-Akomodasi-Destinasi-Amenitas-Pasar…



Pembangunan Berkelanjutan
…Transformasi Ekonomi Liner menjadi Ekonomi Sirkular …

Transformasi dari “linear economy” (sebelah kiri) yang penuh kebocoran dan mengandalkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan untuk me-recycle limbah/sampah secara alami… 
ke arah rantai pasok “circular economy” yang mengoptimalkan pemakaian ulang dan daur ulang
berbasis inovasi dan teknologi. 

Konsep “circular economy” harus menjadi bagian integral dari transformasi ekonomi melalui pengembangan ekonomi hijau
berbasis industri pengolahan dengan menjaga daya dukung lingkungan dan daya tampung wilayah.

Mendorong pembangunan berbasis circular economy untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa mengorbankan
keberadaaan lingkungan hidup sehingga kelestarian alam terjaga dan pembangunan akan keberlanjutan.



Pengembangan Kawasan Berbasis Kemitraan
(People-Public-Private Partnership)



Kebijakan
Pembangunan Ibu Kota 

Nusantara



Visi dan Tujuan Pembangunan IKN

Visi dan Tujuan

Pembangunan IKN

‘Kota Dunia untuk Semua’ 

dengan tujuan untuk

membangun:

• Simbol identitas nasional

• Kota berkelanjutan di 

dunia

• Penggerak ekonomi 

Indonesia di masa depan

• Visi Indonesia 2045; 

• Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan;

• Agenda Baru Kota;

• Kebijakan Perkotaan

Nasional 2045.

Agenda global dan 

nasional sebagai

pertimbangan Visi IKN



Tahapan Pemindahan dan Pembangunan IKN

Tahapan pembangunan dibagi menjadi 5 tahap:

▪ Tahap 1 (2022-2024) 

▪ Tahap 2 (2025-2029) 

▪ Tahap 3 (2030-2034) 

▪ Tahap 4 (2035-2039) 

▪ Tahap 5 (2040-2045)

Penahapan ini juga menjelaskan perwujudan

pemanfaatan ruang yang mengindikasikan

pengembangan Kawasan mulai dari KIPP, Kawasan 

IKN Timur, Kawasan IKN Barat, hingga Kawasan IKN 

Utara.  

Fokus dalam penahapan pembangunan meliputi:

▪ Tahap Persiapan

▪ Tahap pembangunan

1. Pembangunan Sosial

2. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan

3. Pembangunan industry dan pusat ekonomi

4. Pembangunan pertahanan dan keamanan

5. Pemindahan ASN, TNI/Polri, PNA/OI

Pengembangan Industri dan Pusat Pertumbuhan 

Ekonomi untuk 6 klaster dan 2 pemampu (enabler)



Rincian Tahapan Pemindahan dan Pembangunan IKN

ASPEK TAHAP 1 

(2022-2024)

TAHAP 2 

(2024-2029)

TAHAP 3 

(2030-2034)

TAHAP 4 

(2035-2039)

TAHAP 5 

(2040-2045)

Persiapan • Penyiapan kelembagaan

otorita

• Pengadaan tanah

• Sosialisasi pihak terkait

• Pengadaan tanah

• Sosialisasi pihak terkait

• Pengadaan tanah

• Sosialisasi pihak terkait

• Pengadaan tanah

• Sosialisasi pihak terkait

• Pengadaan tanah

• Sosialisasi pihak terkait

Pembangunan 

Sosial

• Penyelesaian masalah tumpang tindih kepemilikan lahan; pembangunan fasilitas umum, pelibatan

masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, pengembangan kapasitas masyarakat lokal

dan peluang ekonomi bagi kelompok rentan, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan; dan

• Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan lokal untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal & 

pengembangan lembaga pendidikan dan riset kelas dunia.

• Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat, 

pengembangan IKN yang sesuai rencana tata ruang, 

pengembangan kebijakan ekonomi hijau dan

berkelanjutan;

• Peningkatan kapasitas dan daya saing lembaga

pendidikan dan riset kelas dunia.

Pembangunan 

Infrastruktur dan 

Lingkungan

• Infrastruktur transportasi, 

persampahan, air minum, 

drainase, TIK, listrik, fasum-

fasos, perumahan

• Konservasi hutan & satwa

• Perluasan infrastruktur

mobilitas (tol, bandara, dll)

• Pusat data terpadu

• Penambahan amenitas kota

• Program kota hutan

• Sistem transit dan angkutan

umum basis jalan dan rel

• Penambahan amenitas digital

• KA trans Kalimantan dan 

KA perkotaan

• Kajian bendungan

multiguna

Penyediaan fasilitas

infrastruktur dan transportasi

telah mencapai tahap akhir

Pembangunan 

industri dan pusat

ekonomi

Berpusat pada upaya untuk

memikat pelaku industri

pelopor (anchor tenant) dan 

SDM

Pengembangan 6 klaster

industri dan 2 klaster

pemampu

Peningkatan investasi, kapasitas, 

diversifikasi, dan penguatan 6 

klaster industri dan 2 klaster
pemampu

Peningkatan kapasitas, 

diversifikasi, penguatan 6 

klaster industry dan 2 klaster

pemampu

Penguatan 6 klaster industri

dan 2 klaster pemampu

Pembangunan 

pertahanan dan

keamanan

pemenuhan 15-20% 

pembangunan simbol dan 

sistem hankam di KIPP dan 

sebagian KIKN/wilayah IKN 

secara penuh

Pengembangan sistem

pertahanan & sistem

keamanan cerdas (infrastruktur

dan peralatan)

Pengembangan sistem

pertahanan dan sistem keamanan

cerdas (infrastruktur dan 

peralatan)

Pengembangan sistem

pertahanan dan sistem

keamanan cerdas

(infrastruktur dan peralatan)

Pengembangan sistem

pertahanan dan sistem

keamanan cerdas

(infrastruktur dan peralatan)

Pemindahan ASN, 

TNI, Polri, PNA, 

dan OI

• Pemindahan ASN (sudah

termasuk TNI/Polri)

• Persiapan transisi PNA/OI

• Pemindahan ASN

• Pemindahan TNI/Polri

• Transisi pelayanan PNA/OI

• Pemindahan ASN selesai

• Pemindahan TNI/Polri

• Pelayanan PNA/OI beroperasi

• Pemindahan TNI/Polri

• Digitalisasi dan integrasi

pelayanan PNA/OI

• Pemindahan TNI/Polri

• Optimalisasi pelayanan

publik PNA/OI



Prinsip dan Indikator Kinerja IKN



Prinsip Dasar Pengembangan Kawasan IKN

Forest City/Kota Hutan IKN Sponge City/Kota Spons IKN Smart City/Kota Cerdas IKN

Kota yang didominasi bentang lanskap berstruktur

hutan/RTH, dengan pendekatan lanskap

terintegrasi untuk kehidupan yang berdampingan

dengan alam

• Sistem perairan sirkular yang 

menggabungkan arsitektur, desain tata kota, 

infrastruktur, dan prinsip berkelanjutan

• Area perencanaan berperan seperti spons

yang menyerap air hujan, menyaring melalui

proses alami dan melepaskan air ke

bendungan, saluran air, dan akuifer

Kota Nusantara (Archipelago City)

Ruang terbuka hijau & biru menjadi fondasi

struktur pembentuk kota. Kedua ruang

tersebut menghubungkan kota dengan

alam, terintegrasi dengan desain kota 

untuk melestarikan keanekaragaman 

hayati. 

Kota Berdaya Serap (Absorbent City)

Ruang terbuka hijau & biru pada skala

kecamatan akan menangkap limpasan

hujan yang dialirkan ke taman kota, 

sehingga akuifer terisi kembali & siklus air 

terjaga.

Kota Terintegrasi (Integrated City)

Elemen di skala kelurahan diintegrasikan

untuk memperlambat & menahan aliran air, 

memanen air hujan, & meningkatkan

penyerapan air hujan ke tanah.

Pengelolaan

hutan

berkelanjutan

Perbaikan tata

kelola & tata

guna lahan

Konservasi

keanekaraga

man hayati

Pelibatan

masyarakat

Adat & lokal

Nol

deforestasi

Peningkatan

stok karbon

P
R

IN
S

IP

75% Kawasan hijau Wilayah 

IKN (65% hutan & 10%

tutupan hijau)

Komponen kota cerdas mengidentifikasi elemen

nilai tambah yang memanfaatkan kemajuan

teknologi informasi & komunikasi, pengelolaan

data perkotaan, dan teknologi digital untuk

memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN 

secara keseluruhan. 

6 Kategori inisiatif kota cerdas IKN

STRATEGI

50% kawasan hijau

KIKN & KIPP



Industri pertanian nabati dan inovasi 

pangan untuk masa depan yang 

berkelanjutan dan resilien

Industri pertanian

berkelanjutan

Ekowisata dan pariwisata

kebugaran

Ekowisata yang menyeimbangkan

nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial

secara beragam dan inklusif

Farmasi Terintegrasi

Hub manufaktur farmasi terbaik

untuk produk API generic serta

biosimilar bernilai tinggi

Industri Teknologi Bersih

Greenfield baru untuk mobilitas dan 

utilitas yang lebih bersih

Bahan  kimia dan 

produk  kimia

Pengembangan sektor eksisting yang 

terintegrasi untuk menyediakan

bahan baku industri masa depan

Energi rendah karbon

Transformasi sektor energi

konvensional dengan melibatkan

teknologi berkelanjutan dan 

inovasi dekarbonisasi

Smart city dan

pusat industri 4.0

Kota yang terhubung untuk layak

huni dan siap menghadapi masa 

depan

Pendidikan Abad 21

Klaster pendidikan berbasis

keterampilan abad ke-21 untuk

memperkuat sektor pendidikan

menuju kesempatan kerja

6 Klaster Ekonomi 2 Klaster Pendukung

Ibu Kota Nusantara mendorong percepatan 
pertumbuhan melalui 6 Klaster Ekonomi dan 2 Klaster 

Pendukung



Superhub Ibu Kota Negara (IKN): Ibu Kota Negara adalah Superhub dengan ekonomi kluster berbasis jasa pemerintahan, yang 

menghubungkan tiga klaster ekonomi dengan hub bandara dan hub Pelabuhan.

Ketiga Pilar Ekonomi Superhub : Integrasi Tiga Kota

1
Kawasan Pemerintahan & Industri Berbasis Inovasi
Pembangunan bangunan fungsi utama pemerintahan (gedung eksekutif, legislatif, yudikatif) serta
kawasan industri berbasis inovasi (low carbon tech, farmasi dan agro-industry)

2
Kota Samarinda
Pembangunan Samarinda sebagai pusat pertambangan berkelanjutan, energi terbarukan, dan 
pariwisata (ekowisata, wisata kebugaran dan bisnis)

3
Kota Balikpapan
Pembangunan Baikpapan sebagai pusat industri petrokimia, logistik dan pariwisata (ekowisata, 
wisata kebugaran dan bisnis)

Tiga Economic Hub 

Connectivity Backbone : Airport and Intra-city 

3
Bandara Balikpapan
Titik penghubung wilayah IKN dengan provinsi atau pulau lain di Indonesia dan konektivitas
(gateway) dengan negara luar. 

5
Express Rail Airport Line
Pembangunan konektivitas kereta ekspres yang menghubungkan IKN dengan dua kota
penyangganya

4
Pelabuhan Balikpapan
Pengembangan Pelabuhan Balikpapan sebagai hub, didukung dengan pengembangan
pelabuhan feeder/pengumpan seperti Kariangau dan K.Sembojo

Pengembangan IKN sebagai Superhub



Keterkaitan Antarwilayah IKN dan Daerah Mitra

IKN bertumbuh melalui kolaborasi dan sinergi dengan kawasan, kota, 

maupun daerah mitra sekitar yang telah berkembang di wilayah

Kalimantan dan Sulawesi, seperti sistem perkotaan di sepanjang

koridor pantai timur Pulau Kalimantan dan pantai barat Sulawesi. 

1. Logistik dan Konektivitas: dukungan infrastruktur seperti jaringan

jalan, kereta api, bandara, pelabuhan laut, serta pengembangan

simpul dan jaringan transportasi di luar wilayah IKN.

2. Sumber daya manusia dan ketenagakerjaan: SDM terampil dan 

unggul untuk kawasan IKN perlu ditunjang pengembangan tenaga

kerja dari kabupaten/kota sekitar.

3. Perdagangan, Jasa, dan Industri: IKN berpotensi melakukan

pengembangan dan diversifikasi industri dengan permintaan tinggi

dan membuka lapangan kerja dengan keterampilan menengah-

tinggi bagi SDM industri dan masyarakat luas.

4. Pariwisata dan ekonomi kreatif: kolaborasi dengan kabupaten/kota

sekitar serta badan usaha/swasta dalam hal pariwisata

berkelanjutan dan ekonomi kreatif.

5. Ketahanan Pangan: pemenuhan akses pangan di IKN ditunjang

dengan keseimbangan rantai pasok antara area-area produksi

dengan area-area perkotaan dalam wilayah IKN dengan

kabupaten/kota sekitar.

6. Energi: potensi transformasi industri minyak dan gas bumi (migas) 

serta batubara menuju energi rendah karbon di daerah mitra IKN.

7. Keberlanjutan lingkungan: ekosistem sekitar sebagai aspek

pendukung vital keberlanjutan IKN.

1. Keterkaitan wilayah antara IKN dengan Kabupaten PPU, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

2. Keterkaitan wilayah antara IKN dengan wilayah Kalimantan secara keseluruhan.
3. Keterkaitan wilayah antara IKN dengan wilayah Kalimantan dan Wilayah Sulawesi, 

Maluku, Papua dan Sumatera.
4. Keterkaitan Wilayah Kalimantan dan Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan 

Sumatera.



Persiapan dan Kesiapan Pemerintah Daerah

Ruang LingkupBidang Kegiatan dan Output

Pengembangan Wilayah dan 
Kawasan

Lingkungan Hidup dan 
Kebencanaan

Infrastruktur

Tata Kelola dan Pengorganisasian

Aparatur (ASN, TNI dan POLRI)

Sosial, Budaya dan Kependudukan

Pertahanan dan Keamanan

Tata Ruang dan Pertanahan

Pembiayaan

• Penyiapan Rencana Induk
• Penyiapan Urban Design

• Penyiapan KLHS
• Penyiapan Kajian Risiko Bencana

• Penyiapan Infrastruktur Dasar
• Penyiapan Jaringan Transportasi
• Penyiapan Perumahan dan Permukiman

• Penyiapan Kerjasama dengan OIKN
• Penyiapan Tata Kelola

• Penyiapan Prioritas Sektor
• Penyiapan Superhub

• Penyiapan Optimalisasi ASN Pemda
• Pengembangan Kapasitas

• Penyiapan Kajian Dampak Sosial
• Penyiapan SDM Lokal

• Penataan Ketertiban
• Penataan Keamanan

• Penyiapan RTRW dan RDTR
• Penyiapan Lahan (clean and clear)

Pengembangan Ekonomi

• Penyiapan Rencana Investasi
• Penyiapan Sumber Pembiayaan

• Penyiapan Masukan Pemda thd Rencana Induk
• Penyiapan Kawasan Kecamatan Lokasi IKN
• Penyiapan Kawasan Bisnis Pendukung IKN

• Penyiapan KLHS Kabupaten/Kota
• Penyiapan Kajian dan Peta Risiko Bencana
• Penyiapan Ketangguhan dan Ketahanan Bencana

• Pembangunan Infrasuktur Dasar
• Pembangunan Jaringan Transportasi
• Penmbangunan Perumahan dan Permukiman

• Penegasan Pembagian Tugas dan Peran Pemda
• Pola Kerja Pemda dan Badan Pengelola
• Pola Alokasi DAU, DAK dan Bagi Hasil yang Adil

• Pengembangan Industri Unggulan
• Pengembangan Jasa Unggulan
• Penguatan Rantai Nilai Ekonomi

• Optimalisasi ASN Pemda dalam Pelayanan IKN
• Peningkatan Kapasitas ASN Pemda
• Penyiapan Tunjangan dan Insentif

• Perluaan Kesempatan Penduduk
• Peningkatan Keterampilan Penduduk
• Pengembangan Manajemen Konflik Sosial

• Penjaminan Perlindungan Penduduk
• Penyiapan Skema Kerjasama TNI/Polri dan 

Pemda
• Penghitungan Rencana Investasi
• Pengembangan Skema KPBU
• Pengembangan Skema Lain seperti CSR

• Revisi RTRW dan RDTR
• Pembebasan Lahan (clean and clear)
• Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Agraria



Kecamatan sebagai
Pusat Pelayanan dan 

Pengembangan



Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar
Pusat Data, Informasi dan Pengetahuan

Pengembangan Basis 
Data dan Sistem 

Informasi Kecamatan

Pelatihan Aparat 
Kecamatan dan 
Desa/Kelurahan

Pendataan, Pengolahan 
dan Penyebaran 

Pengetahuan tentang 
Praktik Baik (Best 

practices)

Pengembangan Kerjasama 
dan Kemitraan dalam 

Komunikasi dan Diseminasi 
Data, Informasi dan 

Pengetahuan

Penerapan E-
Governance

1

2

34

5



Pelayanan Prima

Administrasi 
Kependudukan

Administrasi Sumberdaya, 
Lahan dan Asset Daerah

Pelayanan Pendidikan  Anak 
Usia Dini, Usia sekolah, 

Remaja, Pemuda/Pemudi, 
dan Mama-Mama

Pelayanan Kesehatan: 
Pangan dan Gizi, 

Reproduksi, Tumbuh 
Kembang Anak dan 

Warga Senior (Lanjut 
Usia)

1

2

34

5

Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar
Pusat Pelayanan Dasar



Penguatan Modal Sosial 
Budaya

Pendataan dan 
Pencatatan Nilai-nilai 

Tradisi dan Budaya

Penataan dan 
Pengembangan Pusat-

Pusat Budaya Masyarakat

Penguatan Kerjasama dan 
Promosi Nilai-nilai Tradisi 

dan Budaya

Penyelenggaraan 
Workshop dan Festival 
Seni-Budaya dan Olah 

Raga

1

2

34

5

Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar
Pusat Pemberdayaan Masyarakat



Pelatihan Usaha dan 
Pendampingan Tenaga 

Teknis

Perluasan Akses 
Permodalan, Peralatan 

dan Pasar

Pengembangan  
Kerjasama dan Magang 

dengan Mitra Usaha

Pengembangan Pilot dan 
Produk Rintisan bagi 

Masyarakat

Perluasan Kerjasama, 
Kemitraan dan Promosi 

Hasil Usaha

1

2

34

5

Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar
Pusat Inovasi dan Kewirausahaan



Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar
Pusat Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan

Pengelolaan Data, 
Informasi dan Peta 

Lahan dan Tata Ruang

Pengendalian dan 
Pengawasan dalam 

Pemanfaatan Lahan dan 
Tata Ruang

Peningkatan Standar 
Pengelolaan Lingkungan 

Hidup

Penguatan Mitigasi Bencana 
dan Perubahan Iklim

Peningkatan 
Kesiapsiagaan dan 

Ketangguhan Bencana 
dan Perubahan Iklim

1

2

34

5



Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar
Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan Produk 
Unggulan Kecamatan

Penyediaan 
Infrastruktur Ekonomi

Peningkatan Standar 
Pengolahan

Perbaikan Standar 
Pengemasan dan Branding

Perluasan Kerjasama 
dan Kemitraan dalam 

Promosi dan Pemasaran 
Produk Unggulan

(Start-up atau off-taker)

1

2

34

5



Sinkronisasi
Perencanaan Pusat dan 

Daerah



6464

Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan, Penganggaran, 
Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Audit

PERENCANAAN PENGANGGARAN
PENGADAAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN

DAN EVALUASI
AUDIT

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

1 2 3 4 5

6

BPKP
BPK

• Bappenas
• Kemenko
• K/L
• Kemendagri
• Pemda

•K/L
•Pemda

• Bappenas
• Kemenkeu
• K/L
• Kemenko
• Kemendagri
• DPR dan DPD

•Kemendagri
•Kemenkeu
•Bappenas
•Kemenpan
•KSP

LKPP

1. Keterkaitan #1: RPJM vs Renstra, RKP vs Renja, Renja vs RKA, RKP vs RAPBN, RKPD vs RAPBD, RAPBD vs RAPBN
2. Keterkaitan #2: Kebutuhan Riil, Standar Biaya dan Standar Harga
3. Keterkaitan #3: Tertutup vs Terbuka     Lelang Manual vs E-Procurement
4. Keterkaitan #4: Kesiapan Perencanaan vs Keterlambatan dan Kapasitas Pelaksanaan
5. Keterkiatan #5: Pengendalian Parsial vs Terpadu, Internal vs Eksternal (Independen)
6. Keterkaitan #6: Audit Keuangan vs Audit Kinerja     Audit Administrasi vs Audit Subtansi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE: (fragmented) sub sistem vs Terpadu (integrated)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Perencanaan Daerah Perencanaan Pusat

Sasaran Makro NasionalSasaran Makro Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas Nasional

Program/Kegiatan Daerah Major Project

LPE Laju Pertumbuhan Ekonomi

TK Tingkat Kemiskinan

TPT Tingkat Pengangguran Terbuka

IPM Indeks Pembangunan Manusia

GINI Rasio Gini

Keterangan:

65

LPE IPMTPTTK GINI GRK
LPE IPMTPTTK GINI GRK

GRK Emisi Gas Rumah Kaca

Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan



Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah



Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah



Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah



Kerjasama, Kemitraan
dan Kolaborasi

Multipihak



Kerjasama dan Kolaborasi Membangun Keunggulan

KOMPARATIF

Kondisi ketertiban dan keamanan daerah 
yang stabil dan terjaga dengan baik.

Kondisi geografis dan sumber daya alam
yang dikelola dengan baik, aman dan 

berkelanjutan
Penduduk, angkatan kerja, dan tenaga 

kerja terdidik, tangguh dan sadar 
bencana.

Infrastruktur: jalan, 
pelabuhan, bandar 
udara, listrik, air 

bersih, dan jaringan 
transportasi yang 

modern dan tertata, 
infrastruktur 

kebencanaan yang 
siap.

Produksi dan jasa 
berstandar

internasional

Iklim investasi dan 
iklim usaha yang 

mendukung

Protokol kesehatan dan kebencanaan yang solid dan 
konsisten.

Kebijakan belanja atau investasi pemerintah yang jelas, 
konsisten, terukur dan berkesinambungan

Perluasan Jejaring dan Promosi Riset, Investasi dan 
perdagangan internasional yang kuat

Kerjasama dan kemitraan 
Pemerintah, Pemda, Pelaku 

usaha, Perguruan tinggi, 
Masyarakat dan Media 

dalam riset dan 
pengembangan teknologi 

dan inovasi unggulan

KOMPETITIF

Pelaku bisnis yang 
bermutu tinggi dengan 
semangat kewirausahaan, 
profesional, disiplin dan 
etos kerja kuat; memiliki 
kemampuan manajerial 
dan jaringan luas.

Pentahelix

Business

Academy 

Govern
ment

Commu
nity

Media

KOLABORATIF

Birokrasi daerah yang modern, profesional dan akuntabel



Kerjasama dan Kemitraan Peningkatan Kinerja Pembangunan



What next?
Agenda Kerjasama, Kemitraan dan Kolaborasi

Kerjasama Perguruan Tinggi dan Lembaga 
Kajian

Kerjasama Pemerintah Daerah dan 
Pemerintah Daerah

Kerjasama Pemerintah Daerah, Perbankan
dan Swasta

Kerjasama Pemerintah Daerah, Mayarakat
Sipil dan Mitra Pembangunan

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Media

Kerjasama Pemerintah Daerah dan 
Pemerintah Daerah Luar Negeri

1. Proyek Kerjasama Investasi dan Perdagangan
2. Pengembangan Rantai Nilai Produksi dan Pariwisata
3. Penguatan dan Pengembangan Konektivitas
4. Mitigasi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim

1. Penyiapan Lulusan PT yang unggul, inovatif dan berkualitas
2. Pengembangan Riset Unggulan dan Proyek Unggulan
3. Penguatan Manajemen Pengetahuan
4. Peningkatan Kapasitas Aparat

1. Penguatan Kapasitas Manajemen dan Kerjasama UMKM
2. Pembiayaan Investasi Produktif dan Penguatan Rantai Nilai
3. Perluasan Promosi dan Pemasaran
4. Pengembangan Teknologi dan Fasilitasi Transformasi Digital

1. Pengembangan Inovasi
2. Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan
3. Pendampingan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Proyek Rintisan (pilot project)

1. Pemantauan Kinerja Pembangunan
2. Diseminasi Kebijakan dan Program Pembangunan
3. Literasi, Edukasi dan Budaya Pengettahuan
4. Pengawasan (Watchdog) dan Masukan (Feedback)

1. Berbagi Informasi dan Pengetahuan (knowledge sharing)
2. Alih Teknologi dan Peralatan
3. Perluasan Perdagangan dan Investasi
4. Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan



Terima Kasih.
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